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BUPA1`.I  NGAwl,

Mendmbang

Mcn8ingat

ti,   bahwa sebagal pclaksanaan ketentuan Pasal  11  ayat (3)
huruf {] dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri   Nomor   86   Tahun   2017   tentang   Tata   Cara
Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan
Daerah,   T&ta   Cara    Evaluasi   Rancangan   Peraturan
Daerah     tentang     Rencana     Pembangunan     Jangka
Menengah Dacrah,  serta Tata Cara Perubahan Rencarra
Pembangunan     Jangka    Panjang    Daerah,     Rencana
Pembangunan Jangkfl Menengah Daerah,  dan  Rencana
Keria  Pemerintah  Daerah,  Rancangan  Akhir  Rencana
Keria   Perangkat   Daerah   yang   telah   diverifikasi   dan
disempumakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

b.   bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud   dalam   huruf  a,   maka   perlu   menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Rencana   Keja   Perangkat
Daerah   Dinas   Lingkungan   Hidup   Kabupaten   Ngawi
Tahun 2023.

1.   Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     1950     tentang
Pembentukan       Daerah-daerah       Kabupaten       Dalaln
rfugkungan Provinsi Jawa Timur (13erita Negara Repumk
Indonesia   Tahun   1950   Nomor   19,   Tambahan   Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9);



2.    Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     tentang
Penyelenggaraan   Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari
Korupsi,    Kolusi    dan    Nepotisme    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851);

3.    Undang-Undang     Nomor     17     Tahun     2003     tentang
Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2003   Nomor  47,   Tambahan   Lembaran   Negara
Repub]ik Indonesia Nomor 4286);

4.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara
Republik  lndoiiesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran  Negara Republik   Indonesia Nomor 4421);

5.    Undang-Undang     Nomor     17     Tahun     2007     tentang
Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2007   Nomor   33,   Tambahan   L€mbaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);     1

6.   Undang-Undang
Penanggulangan
Indonesia Tahun
Negara Republik

7.    Undang-Undang
Penataan  Ruang

Nomor    24     Tan.un     2007     tentang
Bencana  (I,embaran  Negara  Republik
2007  Nomor 66,  Tambahan  Ijembaran
Indonesia Nomor 4723);

Nomor    26     Tahun     2007     tentang
(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2007   Nomor  68,  Tambahan  Lembaran   Negara
Republik     Indonesia   Nomor  4725)   sebagaimana  telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
(Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2020
Nomor   245,    Tambahan   Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 6573);

8.    Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     2011     tentang
Pembentu kan          Peraturan          Perundan g-U ndangan
(Lembaran    Negara   Republik    Indonesia   Tahun    2011
Nomor    113,    Tambahan    I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah   terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor    13
Tahun   2022    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2022  Nomor   143,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republjk Indonesia  Nomor 6801);

9.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor. 5587) sebagaimana telah
beberapa  kali   diubah   teraThir  dengan   Undang-Undang
Nomor    1    Tahun   2022       (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2020   Nomor  4,  Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2020  tentang  Cipta
Kerja        (Lembaran        Negara        Republik       Indonesia
Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   6573)    sebagaimana   telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor   1   Tahun  2022
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2020
Nomor    4,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik
Indonesia     Nomor 6757);

1].Undang-Undang     Nomor      1      Tahun     2022      tentang
Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dengan
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Tndonesia  Tahun  2020  Nomor  4,  Tambahan  Ijembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2006
Nomor    25,    Tambahan     Lembara±`   Negara    Republik
Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan   Pemerintah   Nomor  39  Tahun  2006  tentang
Tata   Cara   Pengendalian   dan    Evaluasi   Pelaksanaan
Rencana   Pembangunan    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun  2007  Nomor 96,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran    Negara   Republik    Indonesia   Tahun    2006
Nomor    97,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia    Nomor   4664)    sebagaimana    telah    diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor   17  Tahun  2017
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2017
Nomor    105,    Tambahan    Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang
Pengelolaan   Uang   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  83,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan   Pemerintah   Nomor  8  Tahun   2008   tentang
Tahapan   Tata   Cara   Penyusunan,   Pengendalian   Dan
Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana  Pembangunan   Daerah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008
Nomor    21,    Talnbahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Nomor 4817);



17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang
Rencana   Tata    Ruang   Wilayah    Nasional    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008   Nomor   48,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor     4833)     sebagaimana     telah     diubah     dengan
Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2017 (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2017   Nomor   77,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 6042) ;

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang
Sistem    Pengendalian    Intern    Pemerintah    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008   Nomor   127,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 4890) ;

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2016  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5887)   sebagaimana   telah
diubah    dengan    Peraturan    Pem6rintah     Nomor    72
Tahun    2019    (Lembaran    Negara   ¢.Republik    Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6402) ;

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2017  tentang
Pembin aan        dan        Pengawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017  Nomor 73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah    (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor   13  Tahun  2019  tentang
Laporan  dan   Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintahan
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019   Nomor   52,   Tambahan  Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2022  tentang
Dekonsentrasi    dan    Tugas    Pembantuan    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2022   Nomor   122,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 6794) ;

24.Peraturan   Presiden   Nomor   80   Tahun   2019   tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan    -    Mojokerto    -    Surabaya    -     Sidoaq.o-
Lamongan,     Kawasan    Bromo-Tengger-Semeru,     serta
Kawasan  Selingkar Wills dan  Lintas Selatan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);



25. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80  Tahun  2015
tentang      Pembentukan      Produk      Hukum      Daerah
sebagaimana  telah  diubah  dengan   Peraturan   Menteri
Dalam Negeri  Nomor  I 20 Tahun 2018;

26. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 86  Tahun  2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Rencana
Pembangunan  Jangka   Menengah   Daerah,   serta  Tata
Cara     Perubahan     Rencana     Pembangunan     Jangka
Panjang    Daerah,     Rencana     Pembangunan    Jangka
Menengah    Daerah,    dan    Renc`ana    Kerja    Pemerintah
Daerah;

27. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019
tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019  Nomor  1114);

28. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 90  Tahun  2019
tentang     Klasifikasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur
Perencanaan    Pembangunan    dam  Keuangan    Daerah
(Berita     Negara     Repu`blik     Indonesia     Tahun      2019
Nomor  1447),

29. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2020
Nomor  178);

30. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  81  Tahun  2022
tentang      Pedoman      Penyusunan      Rencana      Kelja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

31.Keputusan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor   050-3708
Tahun    2020    tentang   Hasil    Verifikasi   dan    Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Keputusan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor   050-5889
Tahun   2021    tentang   Hasil   Verifikasi,   Validasi,   dan
Inventarisasi  Pemutakhiran  Klasirikasi,  Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

33. Peraturan Gubernur LJawa Timur Nomor 35 Tahun  2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah  Daerah Tahun  2023
(Berita    Daerah    Provinsi   Jawa   Timur   Tahun    2022
Nomor 35);

34.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Ngawi     Nomor     10
Tahun   2011   tentang   Rencana   Tata   Ruang   Wilayah
Kabupaten  Ngawi Tahun  2010-2030  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011  Nomor 10);



35.Peraluran     Daerah     Kabupaten     Ngawi     Nomor     19
Tahun 2012   t.c'ntang   Rencana   Pembangunan   Jangka
Panjang        Dac.,rah        (RPJPD)        Kabupaten        Ngawi
Tahun     2005-`=!025     (Lembaran     Daerah     Kabupaten
Ngawi Tahun  2012  Nomor  19);

36.Per&lur&n    Bupati    Ngawi    Nomur    156    Tahun    2021
tentang   Rencam   Strategis   Perangkal   Daerah   pada
Dinas       Lingkungan       Hidup       Kabupateli       Ngawi
Tahun  2021-2026   (Berita  Daerah   Kabupaten   Ngawi
Tahun  2021   Nomor   156)  sebagaimana  telah  diubah
dengari       Pera[uran       Bupali      Ngawi      Nomor      82
Tahun     2022     (Berita     Daerah     Kabupaten     Ngawi
Tahun 2022      Nomor 82).,

37.Peraturan   Bupati    Ngawi   Nomor    119   Tahun   2022
tentang       Rencana       Kerja       Pemerintah       Daerah
Tahun     2023     (Berita     Daerah     Kabupaten     Ngawi
Tahun 2022  Nomor  119).

I

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan PERATURAN       BUPATI       TENTANG       RENCANA       KERLJA
PBRANGKAT  DAERAH  PADA  DINAS  LINGKUNGAN  HIDUP
KABUPATEN  NGAWI TAHUN 2023.

Pilsal  1

Rencam  Keba  Perangkat  Daerah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

-   Pf,|sal 2

Rencana  Keja  Perangkat  Daerah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :
a.   Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
b.   hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
c.    hasil evaluasi Rencana Kelja Perangkat Daerah tahun beljalan.

Pasal 3

Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyustinan RKA-SKPD.



Pasal 4

(1)  Rencana  Keria  Perangkat  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2)  hampiran    sebagaimaria    dimaksud    pada    ayat    (1),    disusun    dengan
sistematika sebagai berikut:
a.BABI      :    PENDAHULUAN
b. BAB II    :    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
c. BAB Ill   :    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV   :    RENCANA KBRJA DAN PENDANAAN PERANGRAT DAERAH
e.BABV    :    PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahJKabupaten Nga.wi.

Ditetapkan di Ngawi

--.- r'\    ,,.`t='`±fi=,:_-:i---``Z

BERITA DAERAH KABUPATBN NGAWI TAHUN 2022  NOMOR



I.AMPIRAN
['ERATURAN  BUPATI  NGAwl

¥:,)NM,{iR(;ty   TAHUN 2o2L>
[{ENCANA  KERJA  PERANGKA'l` DAf]RA[l
PAIJA  I)INAS  LINCIKUNCIAN  HIDUP
kAt3UPATBN  NGAWI TAIIUN  2023

BABI
PEN])A}iuLUAN

1.1.  Latar   Belakang
Rericana  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup    Kabupaten  Ngawi  Tahun

2023  adalah  dokumen  perencaiia€in  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Ngawi    untuk   periode   2023,   `\'ang   memuat   kebijakan,   prc)gram,   dan
kegiatan     pembangunan     `yang    didasarkan     pada     kondisi,     potensi,
permasalahan,  kebutuhan  nyata,  dan  aspirasi  masyarakat yang tumbuh
berkembang di  Kabupaten  Ngawi,  dan   berorientasi pada hasil yang akan
dicapai   selama   kurun   waktu    1    (satu)   tahun.   Rencana   Kerja   Dinas
L,ingkungan  Hidup merupakan  pe{ioman  dalam pelaksanaan  tugas pokok
danfugrgos:e:i:::yL::gnu:8aRnenHc]£:`ap¥:£:PfitiefuNk8aaitine|aluitahapan")

Persiapan    Penyusunan    Rencana    Kerja;    (2)    Penyusunan    Rancangan
Rencana   Kelja;   (3)    Pelaksanaari    Forum   Perangkat   Daerali;    dan   (4)
Penetapan   Rencana   Kerja.   Rencana   Kerja   Dinas   Lingkungan   Hidup
sebagaimana  dimaksud  merupakan  hasil  pembahasan  usulan  program
dan kegiatan yang telch disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten
Ngawi  dengan  tetap  mengacu  pada  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah
Tahur]  2023,  Renstra  Dinas  Lingkungan  Hidup  Tahun  2022-2026  serta
dokumen-dokumen  perencanaan  lain.  Selanjutnya  Rencana  Kerja  Dinas
Lingkungan  Hidup  Tahun  2023  menjadi  pedoman  pelaksanaan  program
dan  kegiatan  tahun  2023  untuk  mendukung  perwujudan  visi  dan  nisi
daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ngawi,  serta  menjadi  dasar  estimasi  terhadap  penganggaran,  yang  akan
menjadi   dasar   penyusunan   Reilcana   Ker].a   Anggaran   dan   Dokumen
Pelal{sanaan   Anggaran   Dinas   Ljngkungan   Hidup   Tahun   2023.   Proses
penyusunan Renja dapat digambarkan pada bagan sebagai     berikut :



1.2.  Landasan Hukum
Peraturan   perundangan   yang   menjadi   landasan   hukum   disusunnya
Rencana  Kerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi  Tahun  2023
adalah sebagai berikut :
].   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tent.ang   Keuangan   Negara

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2003    Nomor    47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan     Nasional     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun    2004    Nomor    104,    Tambalian    I.embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 442 1 ) ;

3.  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang Nomor  12 Tahun 2008;

4.  Undang-Undang Nomor  17 Tchun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun    2007    Nomor    33,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

5.  Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor  140);

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata
Cara  Penyusunan,   Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         Tahun
2008   Nomor   21,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4817) ;

7.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  tahun  2017  tentang  Tata
Cara  Perencanaan,  Pengendalian,  Evaluasi Pembangunan  Daerah, Tata
Cara    Evaluasi    Rancangan     Peraturan    Daerah    tentang    Rencana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan
Jangka   Menengah    Daerah    serta   Tata   Cara    Perubahan    Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi   Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor  1114);

9.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019   tentang
Klasifikasi,   Kodefikasi   dan   Nomenklatur  Perencanaan   Pembangunan
dan Keua.ngan Daerah;

10.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020   tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor  178);

11.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   81    Tahun   2022    tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

12.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil  Verifikasi  dan  Validasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13.  Peraturan   Gubemur   Jawa   Timur   Nomor   35   Tahun   2022   tentang
Rencana      Kerja      Pemerintah      Daerah      PTovinsi      Jawa      Timur
Tahun 2023

14.  Peraturan   Daerah   Kabupaten   Ngawi  Nomor  7   Tahun   2007   tentang
Pokok-Pokok    Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Daerah
Kab.upaten  Ngawi  Tahun.2007  Nomor  07)  sebagaimana  telah  diubah



deiigan   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Ngawi   Nomor   2   Tahun   2017
(Lembaran  Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.20] 7  Nomor 02);

15.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Ngawi   Nomor   4   Tahun   2008   tentang
Penge]olaan  Lingkungan   Hidup  (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Ngawi
Tahun  2008 Nomor 04);

16.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor   10  Tahun  2011   tentang
Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   Kabupaten   Ngawi   Tahun   2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011  Nomor.10) ;

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor   19  Tahun  2012  tentang
Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   Kabupaten   Ngawi
Tahun   2005-2025   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Ngawi  Tahun.2012
Nomor  19);

I 8.   Peraturan Bupati Ngawi Nomor  119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3.   Maksud dan Tujuan
Maksud    disusunn}Ja    Rencana    Kerja    adalah    sebagai    arahan

pedoman    bagi    Dinas    Lingkiingan    Hidup    Kabupaten    Ngawi    dalam
pela.ksanaan tugas pokok dan fungsi {nstitusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :
1.  Melakukan  sinkronisasi  tujuan,  sasaran,  program dan  kegiatan  Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten  Ngawi dengan tujuah» strategi,  kebijakan
dan   capaian   program   Renstra   Dinas   Lingkungaq   Hidup   Kabupaten
Ngawi;

2.  Mengoptimalkan   peran   dan   fungsi   perencanaan   dalam   pengelolaan
lingkungan hidup;

3.  Mewujudkan     pengelolaan      lingkungan      hidup     yang     akuntabel,
partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4.  Memberikan    acuan    untuk    meningkatkan    dan    mengembangkan
kapasitas  kelembagaan   Dinas   Lingkungan   Hidup   Kabupaten   Ngawi
beserta   pengelola   sumber   daya   alam   dan   lingkungan   hidup   yang
berasal  dari  berbagai  sektor  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

5.  Untuk meningkatkan  pelayanan masyarakat yang lebih  berdaya  guna
dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
visi,    nisi    dan    tujuan    pembangunan    daerah    khususnya    dalam
pengelolaan lingkungan hidup;

1.4.  Sistematika
Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun
sebagaimana berikut:
BAB           I         PENDAHULUAN

Bab   I   berisi  uraian   tentang     Latar  Belakang
proses    penyusunan     Rencana    Kelja    Dinas
Lingkungan  Hidup  dan  hubungannya  dengan
Renstra    Dinas    Lingkungan    Hidup,    dengan
Rencana  Kerja  Kementrian  Lingkungan  Hidup
dan   dengan   Renja   Propinsi/Kabupaten/Kota.
Disamping     itu    juga     dijelaskan     Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan serta  Sistematika
Penulisan Renja Tahun 2023.

BAB         11        HASIL BVALUASI  RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Bab       11       Menjelaskan       tentang       Evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu
dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis



BAB

kinerja   pelayanan   Perangkat   Daerah,   isu-isu
penting    penyelenggaraan    tugas    dan    fungsi
Perangkat  Daerah,  Review  terhadap  rancangan
awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat

11        TUJUAN  DAN  SASARAN  PERANGKAT DAERAH
Bab  Ill  menjelaskan  tentang telaahan  terhadap
kebijakan  nasional  terkait  dengan  tugas  pokok
dan    fungsi    Pel`angkat    Daerah,    Tujuan    dan
Sasaran  Renja  PerangkaL  Daerah,  program  dan
ke8iatan

IV      RENCANA          KERJA          DAN          PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

V        PENUTUP

LAMPIRAN-  LAMPIRAN
J

!`



BAB  11

HASIL BVALUASI  RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  LALU

Pelaksanaan   evaluasi   sebagai   sebagai   salah   satu   fungsi   peningkatan
kualitas    kinerja    instansi    pemerintah,     dilaksanakan    guna    mengetahui
prog].am/kegiatan   yang   tidak   memenuhi   target,    telah   memenuhi   target
ataupun melebihi target kinelja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam
Renja  Dinas  Lingkungan   Hidup   Kabupaten   Ngawi  Tahun   2023   didasarkan
pada  Renstra  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi  Tahun  2021-2026
dan   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   Kabupaten   Ngawi
Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:
1.  Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/ kegiatan ;
2.  [mplikasi  yang  timbul  terhadap  target  capaian  program  Renstra  Perangkat

Daerah; dan
3.   Kebijakan/tindakan  perencanaan   dan   penganggaran  yang  perlu  diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1    Evaluasi  Pelaksanaan  Renja  Perangkat  Daerah  Tahun  Lalu  dan  Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Dalam  rangka  evaluasi  Renja  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Ngawi Tahun 2022 dapat disajikan uraian hasil pengukuran kinerja yang
mengarah   pada   kebijakan   program   lingkungan   hidup   dalam   rangka
peningkatan kualitas lingkungan hidup, selanjutnya dapat diuraikan pada
tabel 2.1  berikut :
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Berdasarkan  tabel rekapitulasi  evaluasi  hasi]  pelaksanaan  Rencana  Kerja dan
pencapaian   Rencana   Strategis   sampai   dengan   Tahun   2021,   disimpulkan
c`apaian kinerja target dan realisasi  Program pada Renjzi Tahun 2021, yaitu  :
1. Terdapat 2 Program yang reallsas]nya dibawah target yang telah ditetapkan :

1.    Program  Pengembangan  SisLem  Dan  Pengelolaan  Persampahan  Regional
dengan  indikator  persentase  layanan   pengelolaan  persampahan  pada
Tahun   2021   ditargetkan   24.88%  terealisasi   sebesar   24,42%.   Hal   ini
dikarenakan   refocusing   dan    efisiensi   anggaran   untuk   penanganan
pandemic Covid-19 .

2`   Program   Pengendalian   Pencemaran   dan/atau   Kerusakan   Lingkungan
dengan  indikatoi-  Indeks  Kualitas  Air  dan  Indeks  Kualitas  Udara  pada
Tahun  2021  ditargetkan  56.57  dan  84.37  terealisasi  sebesar  53.70  dan
83.99.  Hal  ini  dikarenakan  masih  adanya  pencemaran  air  dan  udara
yang diakibatkan antara lain aktivitas sumber pencemar yang beragam,
kurangnya   kesadaran   pelaku   usaha   dan/atau   kegiatan,   kurangnya
kesadaran     dan     partisipasi     masyarakat     dalam     penanggulangan
pencemaran   air,    peningkatan   jumlah    usaha/kegiatan   dan   jumlah
kendaraan bermotor.

2. Terdapat 5  Program yang target dan  realisasinya tidak terisi, yaitu  Program
Pengelolaan    Keanekaragaman    Hayati    (KEHATI),    Program    Pengendalian
Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun,  Progr.am
Pembinaar]     dan     Pengawasan     Terhadap     lzin     Lingkungan     dan     lzin
Perlindungan   dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup,   Program   Peningkatan
Pendidikan,  Pelatihan  dan  Penyuluhan  Lingkungan  Hidup  serta  Program
Pengelolaan  Persampahan  dikarenakan  adanya  pemetaan  Indikator  Kineria
berdasarkan  Permendagri  No.  86  Tahun  2017,  Pei-mendagri  No.   17  Tahun
2021  dan Permendagri No.18 Tahun 2020.

2.2   Analisis Kinelja Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkatnya   kualitas   lingkungan   hidup   yang   sehat   dan   tangguh

bencana merupakan target program dari  Dinas Lingkungan Hidup.  Sasaran
tersebut  dapat  dicapai  melalui  bcberapa  program  kegiatan  yang  berkaitan
dan saling mendukung.  Kegiatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya,antara lain :
1.   Memberikan bimbingan dan penyiapan pengisian dokumen lingkungan

kepada masyarakat dan atau dunia usaha dalam melaksanakan suatu
perlnohonan usaha dan atau kegiatan melalui manajemen perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen
AMDAL, UKL/UPL dan atau SPPL dan DPPL;

2.  Memberikan  rekomendasi  teknis  di  bidang  lingkungan  hidup  (AMDAL,
UKL/UPL,  SPPL,  DPPL)  kepada  pelaku  dunia  usaha  dan  atau  kegiatan
yang  meliputi  pengelolaan  limbah,  pemanfaatan  limbah  serta  gangguan
lingkungan (HO)  terhadap masyarakat yang terkena dampak usaha atau
kegiatan;

3.  Bantuan penyelesalan konflik/ sengketa lingkungan;
4.  Pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan,  dengan mengikutkan

lomba calon sekolah adiwlyata;
5.  Mewujudkan kota Ngawi yang Bersih,  sehat dan nyaman     menerapkan

prinsip-prinsip Good governance dengan ikut lomba program ADIPURA;
6.  Meningkatkan     partisipasi     dan     kepedulian     terhadap     pelestarian

lingkungan,    dengan    menjaring    calon-calon   penerima    penghargaan
Kalpatani;

7.  Menciptakan     kesadaran     dan     kepedulian     masyarakat     terhadap
lingkungan   hidup   dengan   menyelenggarakan   lomba-lomba   bertema
lingk.ungan hidup;



|L[

8.  Menyediakan   kebutuhan   aka.n   data   dan   laporan   Status   Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD).

9.  Meningkatkankan     pengendalian     pencemaran     Lingkungan     dengan
memberikan sosialisasi dan bantuan IPAL USK bagi  usaha.

10. Meningkatkan    pengurangan    Sampah   dengan   fasilitasi   terbentuknya
Bank    Sampah    serta    membe]`ikan    bantuan    sarana   dan   parasrana
pendukungnya.

11 . Meningkatkan  ketersediaan  Air  tanah  dengan  meningkatkan  konservasi
serta perlindungan sumber daya alam.

12. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  mengurangi  Gas  Rumah
Kaca (GRK) dengan Gerakan Ngawi Hijau.

13. Meningkatkan  Kualitas  Ruang  terbuka  Hijau  yang  ramah  anak,  ramah
disabilitas, dengan kegiatan pengembangan Ruang terbuka Hijau

] 4  Analisis kinerja pelayanan  Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas,  fungsi
dan kewenanga]inya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini  :
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2.3      Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah
Terkait   dengan   isu-isu   penting   penyelenggaraan   tugas   dan   fungsi   tidak
terlepas   dari   dokumen   perencanaan   daerah   sebagaimana   tertuang   dalam
RPJMD.  Dalam  penyusunan  dokumen  perenc.anaan  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kabupaten  Ngawi,  pencapaian  visi  misi  Kabupaten  Ngawi  menjadi  salah  satu
fokus  dan  tujuan  utama yang  harus  dipenuhi.  Sebagalmana  tertuang  dalam
salah  satu  nisi  yakni  misi  ke  4  merupakan  nisi yang sangat terkait  dengan
Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  salah  satu  perangkat  daerah  pendukung
dalam  upaya  pencapaiannya.  Misi  dimaksud  adalah  "Meningkatkan  kualitas
infrastruktur    guna    percepatan    pembangunan    yang    berkesinambungan".
Tujuan  dari  misl  tersebut  adalah  meningkatkan  kualitas  infrastruktur  yang
berkelanjutan.  Sasaran  yang  merupakan  target  atau  hasil  yang  diharapkan
dan  menjadi  tanggung jawab  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi
yakni meningkatiiya lmplementasi  SAKIP perangkat daerah dan  meningkatnya
kualitas  ]ingkungan  hidup  yang  tanggap  terhadap  perubahan  iklim.   Dalam
mencapai  peran yang diharapkan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi
berusaha  mengidentifikasi   permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi   dan
dalam   pelaksanaan   perlindungan   dan   pengelolaan   lingkungan   hidup   di
Kabupaten Ngawi yang masih menjadi pemasalahan adalah :
1)      Tidak  t.erkendalinya  penggunaan  produk  tidak  ramah  lingkungan  dalam

2 )     i::tddauhpnayna seEeasri-dhaarra]ny anm8a:yeanrfba:bkdaaTas:miaehn :#:au nst:#;Erain as] h
menjadi persoalan tersendiri.

3)      Kondisi infrastruktur prasarana wilayah yang kurang memadai;
4)      Penurunan   debit  air  yang  disebabkan   oleh   penggundulan   hutan   dan

perubahan iklim global;
5)      Kegiatan  penebangan  hutan  dan  kegiatan  pertanian yang tidak  memakai

konsep  teknologi  konservasi  tanah  terutama  pertanian  lahan  kering  di
tambah dengan kegiatan pemupukan yang tidak seimbang dan pemakaian
pestisida yang  berlebihan  sehingga  tingkat  erosi  masih  sangat tinggi  hal
ini akan menambah lebih besar lahan kering;

6)      Peningkatan   peran   masyarakat   dalam   pengelolaan   lingkungan   hidup
dalam kegiatan/usaha masih belum  nampak optimal;

7)      Peningkatan  eksploitasi  pertambangan  rakyat  khususnya  bahan  galian
golongan C di Kabupaten Ngawi yang tidak mempunyai ijin,  hal ini sangat
mengkhawatirkan    serta    menyebabkan    bergesernya    ekosistem    serta
merusak struktur tanah yang mengakibatkan longsor;

8)      Peningkatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  air  bawah  tanah  yang  kurang
terkendali dari kelompok usaha maupun perorangan untuk usaha rumah
tangga   ataupun   pertanian   sehingga   menyebabkan   adanya   infiltrasi
konsolidasi terhadap struktur tanah ;

9)      Peningkatan pemanfaatan energi yang berlebihan dari masyarakat awam
dan pengusaha nakal tanpa memperhatikan ekosistem dan lingkungan;

10)   Peningkatan suhu  udara di dalam kota yang semakin panas diakibatkan
dari berkurangnya daerah resapan kota,  Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau
taman-taman dalam kota kabupaten dan kota Kecamatan.

11)   Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah dan buangan
gas  yang  benar  serta  kewajiban  dan  tanggungjawab  secara yuridis  dan
sosial di dalam masyarakat dalam suatu kegiatan atau usaha.

12)   Pembangunan  industri  dan  fasilitas  umum  yang  tidak  memperhatikan
ruang terbuka hijau  dengan  sistem infiltrasi air ke  dalam tanah,  karena
kebanyakan area terbuka yang dimiliki dibuat paving atau aspal sehingga
menyebabkan  aliran  perlnukaan  besar  dan  menyebabkan  peningkatan
suhu dengan kelembaban udara yang semakin rendah.
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Berdasarkan isu-isu yang terjadi di Kabupaten Ngawi, permasalahan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
adalah :
1.     Cepatnya   pertumbuhan   industri   atau   jasa   serta   pemukiman   yang

menyebabkan berkurangnya da.ya dukung lingkungan akibat pembuangan
limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara;

2.      Rendahnya  penerapan  pengui-angan  sampah  dengan  metode  3R  yakni
reduce, reuse, and recycle;

3.      Belum  adanya  Pejabat  Pengawas  Lingkungan   Hidup  (PPLHD)   sehingga
masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal ;

4.      Belum  adanya  Penetapan  Daya  Tampung  Beban  Pencemaran  (DTBP)  air
pada badan air di Kabupaten Ngawi;

5.      Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk
mengetahui potensi sumber pencemar;

6.      Belum    optima]nya    upaya    pencegahan    pencemaran    dan    kerusakan
lingkungan;

7.      Minimnya  sumber   daya   manusia  untuk  melakukan   pengawasan   dan
pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL daii SPPL) ;

8.      Pemanasan global yang yang djakibatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
9.      Perubahan  fungsi  lahan   serta rendahnya peran  serta  masyarakat dalam

melaksanakan   konservasi   dan   pengelolaan   sumbe]r   da`ya   iilam   secai.a
berkelanj utan ;                                                                             „

10.   Terbatasnya   data   dan   informasi   sumber   daya   alam   dan   ]ingkungan
lingkungan hidup.

Selain darj  permasalahan  tersebut .yang harus  dihadapi adalah  permasalahan
keterbatasan   SDM   dengan   kapasitas  yang  memadai   dalam   pengembangan
pengetahuan     di     bidang     pengawasan     dan     pengendalian     pencemaran.
Pengembangan  SDM  ini  memerlukan  proses  pendidikan  dan  pelatihan  yang
intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

Selain    itu    keterlibatan    dan    keikutsertaan    instansi    terkait    dalam
koordinasi,    komunikasi   dan    sinkronisasi   program   pembangunan   bidang
lingkungan  hidup  yang  menyebabkan  hal  tersebut  menjadi  permasalahan
khusus  adalah   karena  adanya  kepentingan  yang  berbeda-beda  dari   para
pengambil kebijakan di masing-masing instansi.

Tantangan     dan     peluang    dalam     meningkatkan     pelayanan     Dinas
Lingkungan Hidup antara lain :
a.      Terbatasnyajumlah SDM yang berkompeten;
b.      Masih minimnya regulasi daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup;
c.      Masih   rendahnya   pengetahuan   dan   pemahaman   masyarakat   tentang

konsep   pelestarian   ketersediaan   sumber   daya   alam   dan   pengelolaan
lingkungan hidup;

d.     Adanya Perda pengelolaan  Lingkungan  hidup yang dapat dijadikan dasar
hukum  dalam  pelaksanaan   pengelolaan   lingkungan  hidup   Kabupaten
Ngawi dan menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri
penghasil ]imbah;

e.      Mu]aj  tumbuhnya kesadaran dan dukungan masyarakat akan  kebutuhan
untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan berkualitas;

f.       Munculnya I.SM yang peduli dengan  pengelolaan  lingkungan hidup  serta
organisasi  masyarakat pemerhati lingkungan;

9.      Adanya  dukungan  dan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  pembangunan
berbasis lingkungan oleh pemerintah daerah;        .

h.     Isu lingkungan yang telah menjadi isu global dan meningkatnya tuntutan
terhadap kegiatan yang berwawasan lingkungan.
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Pengawasan  terhadap  fungsi  badan  air  /  sungai  sebagai  fungsi  sungai  /
drainase  bukan   sebagai   tempat  pembuangan  limbah/sampah     secara
1angsung.

j.       Mengembangkan     teknologi     yang     bervawasan     lingkungan     dalam
pengelolaan sumberdaya air dan industri yang ramah lingkungan.
Rekomendasi    dan    catatan     strategis     untuk    ditindaklanjuti    dalam
perumusan   program  dan   kegiatan   prioritas  tahun  yang  direncanakan
antara lain:
a.   Penyusunan     dokumen    perencanaan    lingkungan     hidup    melalui

Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b.     Meningkatkan  kualitas  liiigkungan  hidup  dalam  upaya  pencegahan

perusakan dan/  atau  pencemaran  lingkungan hidup melalui Program
Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c.    Meningkatkan   luasan   dan   kualitas   ruang   terbuka   hijau   melalui
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) ;

d.   Terlaksananya  upaya  pengendalian  pencemaran  limbah  83   melalui
Program   Pengendalian   Bahan   Berbahaya   dan   Beracun   (83)   dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83);

e.   Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan  dalam  mengelola  serta  memantau  lingkungan  hidup  sesuai
yang  tertuang  pada  dokumen  Usaha  Pengelolaan  Lingkungan    dan
Usaha     Pemantauan      Lingkungan      (UKL-UPL)i.i`  melalui      Program
Pembinaan   dan   Pengawasan   terhadap   lzin   Li.ngkungan   dan   lzin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ;

f.     Meningkatkan    kapasitas    MHA   dan    kearifan   lokal,    pengetahuan
tradisional  dan  hak  MHA yang terkait dengan  PPLH  melalui  Program
Pengakuan   Keberadaan   Masyarakat   Hukum   Adat   (MHA),   Kearifan
Lokal Dan Hak MHA Yang 'I`erkait Dengan PPLH;

9.   Meningkatkan   kapasitas   dan   kompetensi   sumber   daya   manusia
bidang lingkungan  hidup  melalui  Program  Pendidikan,  Pelatihan  dan
Penyuluhan Lingkungan rlidup Untuk Masyarakat;

h.   Meningkatkan      kinerja      masyarakat/lembaga      masyarakat/dunia
usaha/dunia      pendidikan/filantropi      dalam      perlindungan      dan
pengelolaan    lingkungan    hidup        melalui    Program    Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

i.    Meningkatkan    penanganan    pengaduan    masyarakat    terkait    izin
lingkungan,  izin  PPLH  dan  PUU  LH yang diterbitkan  oleh pemerintah
daerah melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

j.    Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan serta meminimalkan
dampak  negatif yang  ditimbulkan  oleh  sampah  dan  berupaya  untuk
meningkatkan  nilai  guna  dari  sampah  melalui  Program  Pengelolaan
Persampahan.

2.4     Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perencanaan    program,    kegiatan    dan    sub    kegiatan    Dinas

Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen  Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup periode  2022-2026 yang telah  disusun,  dan  direview
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan   yang tertuang di  dalam
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan kebutuhan dan
menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.  Hal tersebut sebagai upaya
mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung
fungsi  perlindungan  dan  pengawasan  lingkungan  hidup  di  Kabupaten
Ngawi.
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Review  terhadap  rancangan   awal  dilakukan  untuk  memberi
keyakinan terbatas mengenal akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa
informasi   dalam   rancangan   awal   Rencana   Kerja   Pemerintali   Daerah
sesuai dengan Rencana  Pembangunan Jangka Menegah Daerah.  Dimana
dart  hasi]  review  yang  dilakukan,  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan
telah  sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah  Daerah.
Adapun  review   terhadap   1-ancangan   awal   Rencana   Kerja   Pemerintah
Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :
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2.5     Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat
Program/ kegiatan  usulan pemangku kepentingan sebagaimana

ketentuan   Peraturan    Meterj    Dalam    Negeri    Nomor   86   Tahim   2017
merupakan  suatu  hasil  kajian  yang  diusulkan  pemangku  kepentingan
sebagai   bagian   dart   pendekatan   perencanaan   menggunakan   sistem
perencanaan    bawah    atas    (bottom-up    planning)    berdasarkan    asas
demokratisasi  dan  desentralisasi,  baik dari kelompok masyarakat,  LSM,
asosiasi-asosiasi,   perguruan   tinggi   maupun   dari   Perangkat   Daerah
kabupaten/kota   maupun   berdasarkan   hasil   pengumpulan   informasi
Perangkat   Daerah  provinsi   dari  penelitian  lapangan  dan  pengamatan
pelaksanaan   musrenbang   kabupaten/kota   yang   langsung   ditujukan
kepada   Perangkat   Daerah.   Untuk   selanjutnya   dilakukan   penelaahan
kesesuaian   usulan  dikaitkan   dengan   isu-isu   penting  penyelenggara.an
tugas  pokok  dan  fungsi  Perangkat  Daerah  dan  mengakomodasi  usulan
yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan    usulan   pemangku   kepentingan   yang   djtujukan
kepada  Dinas  Lingkungan  Hiclup  Kabupaten  Ngawi  yang  diperoleh  dari
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
untuk  bahan  penyusunan  Rancangan  Awal  Rencana  Kelja  Pemerintah
Daerah.    Hasil    penelaahan    pokok-pokok   pikiran:.. Dewan    Perwakilan
Rakyat    Daerah   dituangkan    dalam    usulan    program    dan    kegiatan
masyarakat   tersebut   diatas,   hasil   penelaahan   terhadap   kesesuaian
program,kegiatan  dan  sub  kegiatan     sebagaimana  tabel   2.5.   sebagai
berikut :
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3.1

BAB Ill
TUJUAN DAN SASARAN  PD

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam   dokumen   RPJMN   2020-2024   telah   ditetapkan   rumusan
pernyataan     Visi    dan     Misi     Presiden    dan    Wakil    Presiden    yaitu:"Terwujudnya      Indonesia      Maju     yang     Berdaulat,      Mandiri      dan
Berkepribadian    Berlandaskan    Gotong-Royong",    dengan    bexpedoman
pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka
Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: "Tervujudnya
Keberlanjutan   Sumber   Daya   Hutan   dan   Lingkungan   Hidup   untuk
Kesejahteraan  Masyarakat"  dalam  mendukung:  "Terwujudnya  Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong".

Rumusan   Misi   Presiden   dan   Wakil   Presiden,   khususnya  yang
berkenaan   dengan    Misi   ke-4   yakni:    "Mencapai   Lingkungan   Hidup
Berkelanjutan"   menunjukkan   pernyataan   yang   sangat   relevan   dan
terkait  langsung  dengan  tugas,   fungsi  dan  kewenangan   Kementerian
Lingkungan    Hidup    dan    Kehutanan.    Dengan    memperhatikan    Misi
Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  berpedoman  pada  tugas,  fungsi  dan
kewenangan      Kementerian      Lingkungan      Hidup.,`   dan      Kehutanan,
sebagaimana telah ditetapkan  dalam Undang-Unding Nomor  41  Tahun
1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2009
tentang    Perlindungan    dan     Pengelolaan    Lingkungan    Hidup    serta
Peraturaii    Presiden    Nomor    16    Tahun    2015    tentang    Kementerian
Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan,  maka misi Kementerian  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yaitu:
1.    Mewujudkan    hutan   yang   lestari    dan    lingkungan    hidup   yang

berkualitas;
2.     Mengoptimalkan    manfaat    ekonomi    sumber    daya    hutan    dan

lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3.   Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik

laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.; dan
4.   Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan     Kementerian     Lingkungan     Hidup     dan     Kehutanan
merupakan  penjabaran dari visi  dan  misi  KLHK yang memuat harapan
yang  akan   dicapai   secara  umum   dan   selanjutnya  dirinci   ke   dalam
sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:
1.   Meningkatkan   kualitas   lingkungan   hidup   dan   kehutanan   serta

ketahanan terhadap perubahan iklim;
2.   Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya. hutan

dan lingkungan hidup;
3.   Meningkatkan  akses   kelola   hutan   bagi   masyarakat   balk   laki-laki

maupun  perempuan  secara  adil  dan  setara  dengan  tetap  menjaga
keberadaan dan ke]estarian fungsi hutan;

4.   Meningkatkan tata kelola,  inovasi dan daya saing bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.

Sasaran   strategis  pembangunan   KLHK  adalah   kondisi  yang
ingin  dicapai  oleh  KLHK  pada  akhir  periode  pgrencanaan  yakni  suatu
capaian  indikator kinelja pada tataran  dampak  (impact)  sebagai  akibat
kumulatif    dari    terealisasinya    program    pembangunan    yang    telah
dilaksanakan oleh seluruh unit kelja lingkup KLHK selama tahun 2020-
2024.  Adapun  rumusan  sasaran  strategis  untuk  tingkat  Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :
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1.   Telwujudnya  lingkungan  hidup  dan  hutan  yang  berkualitas  serta
tanggap terhadap perubahan iklim;

2.   Tercapainya   optimalisasi   pemanfaatan   sumber   daya   hutan   dan
lingkungan    sesuai    dengan    daya    dukung    dan    daya    tampung
lingkungan;

3.  Terjaganya  keberadaan,  fungsi  dan  distribusi  manfaat  hutan  yang
berkeadilan dan berkela.nj utan ,

4.  Terselenggaranya  Tata  Kelola  dan  lnovasi  Pembangunan  Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan  yang  Balk  serta  Kompetensi  SDM  LHK  yang
Berdaya Saing.

Prioritas   Nasional   1:   Meningkatkan   ketahanan   ekonomi   untuk
pertumbuhan yang berkualitas mempunyai arah kebijakan antara lain  :
(a)      Peningkatan      kuantitas/ketahanan      air      untuk      mendukung
pertumbuhan   ekonomi;   (b)   Pemeliharaan,   pemulihan   dan   konservasi
melalui revitalisasi danau difokuskan  pada  15  danau  prioritas nasional,
yaitu:  Danau  Toba,  Danau  Maninjau,  Danau  Singkarak,  Danau  Kerinci,
Danau   Rawa   Danau,    Danau   Rawa   Pening,   Danau   Batur,   Danau
Sentarum,  Danau  Kaskade  Mahakam  (Semayang-Melintang-Jeumpang),
Danau  Tondano,  Danau  Limboto,  Danau  Poso,  Danau  Tempe,  Danau
Matano,  dan  Danau  Sentani;  (c)  Peningkatan  nifai  tanbah,  lapangan
kelja  dan  investasi  di  sektor  riil  dan  industrialisSsi;  (d)  Peningkatkan
nilai  tambah  pariwisata.  Prioritas  Nasional  2:  Mengembangkan  wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan arah
kebijakan   mengenai   pengembangan   kawasan   perkotaan,   khususnya
pemindahan  lbu  Kota  Negara  yang  termasuk  dalam  program  prioritas
pembangunan  wilayah  Kalimantan,  dalam  hal  ini  Kalimantan  Timur.
Prioritas Nasional 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing mempunyai arah kebijakan antara lain : (a) Akselerasi
penguatan   ekonomi   keluarga;    (b)    Reforma   agraria;   (c)    Pengelolaan
kawasan  hutan  oleh  masyarakat  melalui  skema  perhutanan  social;
Pendidikan   dan   pelatihan   vokasi   berbasis   kerjasama   industri;
Reformasi    penyelenggaraan    pendidikan    dan    pelatihan    vokasi;
Peningkatan  kualitas  dan  kompetensi  pendidik/instruktur  vokasi;
Penguatan   sistem  sertifikasi  kompetensi  vokasi;   (h)   Peningkatan  tata
kelola pendidikan dan pelatihan vokasi;             (i)  Peningkatan kapabilitas
ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)  dan penciptaan inovasi.  Prioritas
Nasional  6:  Membangun  Lingkungan  Hidup,  Meningkatkan  Ketahanan
Bencana dan  Perubahan Iklim mempunyai arah  kebijakan antara lain  :
(a)  Peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup;  (b)  Peningkatan  ketahanan
bencana dan iklim; (c) pembangunan rendah karbon.

Adapun     kebijakan     pengelolaan     lingkungan     hidup     daerah
Kabupaten Ngawi terkait kebijakan nasional adalah :
1.   Pencegahan   pencemaran   dan  kerusakan   sumber  daya  alam   dan

lingkungan hidup.
2.   Penanggulangan  pencemaran  dan  kerusakan  sumber daya alam dan

lingkungan hidup.
3.    Pengelolaan sampah dengan 3R (Reduce, reuse, Recycle).
4.   Pemulihan   pencemaran   dan   kerusakan   sumber   daya   alam   dan

lingkungan hidup.
5.    Peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  menyeluruh  di  setiap

sektor pembangunan.
6.    Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
7.   P.emulihan sungai dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata

air.
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8.   Peningkatan efektifitas penegakan hokum lingkungan hidup.
9.   Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk

meningkatkan produktifitas dan daya saing SDM LHK.
Adapun   kesesuaian   arah   kebijakan   dan   prioritas   pembangunan

nasional  di  bidang  lingkungan  hidup  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi
Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Ngawi  dapat dilihat pada tabel  3. I
berikut :
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3.2  Tujuan dan Sasaran Rencana Kelja Perangkat Daerah
Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan nisi

untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan,
sasaran  dan  indikator  sasariin  yang  disesuaikan  dengan  tugas  pokok,
fungsi  dan  kewenangan  Dinas  Lingkungan  Hidup  serta  mengacu  pada
strategi  pembangunan  daerah  Kabupaten  Ngawi  sebagaimana  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022-
2026.

Tujuan adalah sesuatu  kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
Adanya  tujuan  ini  memfokuskan  kinerja  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup
dan memberikan arah  untuk  sasaran yang diharapkan.  Sasaran  adalah
rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangurian Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil(outcome)   program   Perangkat   Daerah.   Sasaran   menggambarkan
tindakan-tindakan      dalam      rangka      pencapaian      tujuan      dengan
pemanfaatan sumber daya yang djmiliki Dinas Lingkungan Hidup secara
efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Untuk mewujudkan  Visi  dan  Misi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Ngawi
perlu  ditetapkan  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  bidang  lingkungan
hidup, sebagaimana tabel berikut :

1

Tabel 3.2
Tuj uan dan Sasaran Renja

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No Tujuan
I        Sasaran

lndikator Tahun
Kineqa 2023

1 2 3 4 5

1.

Meningkatkan

MeningkatnyakualitasimplementasiSAKIPPerangkat Nilai LHEAKIPPerangkatDaerah
1180.10

kualitaslingkungan Daerah
Meningkatnya Indeks 66.78

hidup yang kualitas Kualitas
sehat dan lingkungan Lingkungan
tangguh hidup yang Hidup (IKLH)
bencana tan88ap Indeks 48.95

terhadap Kinelja
perubahan Pengelolaan
iklim Sampah(IKPS)



3S

BAB.  IV
RENCANA KERJA DAN  PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam  railgka pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan hidup,  maka perlu
ditetapkan  program-program  yang  mengacu  pada  keinginan  dalam  rumusan
setiap    sasaran    yang    tercermin    dalam    indikator-indikatornya.    Program
pengelolaan  lingkungan  hidup yang ditetapkan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup
untuk mencapai tujuan dan  sasaran yang hendak dicapai  selama  lima tahun
kedepan adalah sebagai berikut :
1.      Program pengembangan sistem Dan pengelolaan persampahan Regional

Kegiatan Pengembangan  Sistem dan  Pengelolaan  Persampahan di  Daerah
Kabupaten/Kota.
-Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/SPA

2.      Program perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan   Rencana   Perlindungan   Dan   Pengelolaan   Lingkungan   Hidup
(RPPLH)  Kabupaten/ Kota.
-   Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

3.      Program   Pengendalian   Pencemaran   Dan/Atau   Ke+rusakan   Lingkungan
Hidup
Kegiatan    Pencegahan    Pencemaran    dan/atau    Ke±.usakan    Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
-   Koordinasi,   Sinkronisasi   dan   Pelaksanaan   Pencegahan   Pencemaran

Lingkungan Hidup Dilaksanakan Melalui Media Tanah, Air,  Udara Dan
Laut.

-   Koordinasi,   Sinkronisasi  dan  Pelaksanaan  Pengendalian  Emisi     Gas
Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan lklim.

Kegiatan  Penanggulangan  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan
Hidup Kabupaten/ Kota
-   Pemberian   lnformasi   Peringatan   Pencemaran   dan/atau   Kerusakan

Lingkungan Hidup pada masyarakat
-   Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
-    Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.
-    Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

4.    Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota
-   Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
-   Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.

5.    Program  Pengendalian  Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun  (83)  Dan  Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (83)
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah 83
-    F`asilitasi  Pemenuhan  Komitmen  Izin  Penyimpanan  Sementara  Limbah

83    Dilaksanakan    melalui    Sistem    Pelayanan    Perizinan    Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik.

-  Verifikasi    Lapangan    untuk    Memastikan    Pemenuhan    Persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah 83.

6.    Program  Pembinaan  Dan  Pengawasan Terhadap rzin  Lingkungan  Dan  lzin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Izin Lingkungan dan lzin  PPLH  diterbitkan oleh Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota.
-   Fasilitasi   Pemenuhan   Ketentuan   dan   Kewajiban   lzin   Lingkungan
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7.

-   Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
-    Pengawasan  Usaha  dan/atou  Kegiatan  Yang  [zin  Lingkungan  Hidup,

Izin PPLH yang Ditei-bitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Program  Pengakuan Keberadaan  Masyarakat Hukum Adat (MHA),  Kearifan
Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
Kegiatan  Pengakuan  MHA,  Keai.iran  ljokal,   Pengetahuan  Tradisional  dan
Hak MHA yang terkait dengan PPLH
-      Koordinasi,  Sinkronisasi,  Penyediaan  Data  dan  lnformasi  Pengakuan

Keberadaan MHA Kearifan ljokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak
MHA terkait dengan  PPLH.

Kegiatan    Peningkatan    Kapasitas    MHA,    Kearifan    Lokal,    Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA dengan  PPLH
-      Pemberdayaan,       Kemitraan,       Pendampingan,       dan       Penguatan
Kelembagaan    MHA    Kelembagaan    MHA,    Kearifan    Lokal,    Pengetahuan
Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

8.    Program  Peningkatan  Pendidikan,  Pelatiha.n  Dan  Penyuluhan  Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan     Penyelenggaraan     Pendidikan,     Pelatihan     Dan     Penyuluhan
Lingkungan    Hidup   untuk   Lembaga   Kemasyarakatan   Tingkat   Daerah
Kabupaten/Kota
-    Peningkatan  Kapasitas  dan  Kompetensi  Sumber  Baya  Manusia  Bidang

Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan. `
-Pendampingan Gerakaii peduli Lingkungan Hdup.   '.
-    Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan

9.   Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan   Pemberian   Penghargaan   Lingkungan   Hidup   Tingkat   Daerah
Kabupaten/Kota
-    Penilaian          Kinerja          Masyarakat/ Lembaga         Masyarakat/ Dunia

Usaha/Dunia       Pendidikan/Filantropi       dalam       Perlindungan       dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan  Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
-    Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

1 1 . Program Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Pengelolaan Sampah
-     Penyusunan   Kebijakan   dan   Strategi   Daerah   Pengelolaan   Sampah

Kabupaten/Kota
-   Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang

dan Pemanfaatan Kembali.
-     Penanganan   Sampah   dengan   melakukan   Pemilahan,   Pengumpulan,

Pengangkutan,     Pengolahan     dan     Pemrosesan     Akhir     sampah     di
TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota.

-   Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
-   Penyediaan    Sarana    dan    Prasarana    Pengelolaan    Persampahan    dj

TPA/ TPST/ SPA Kabu paten / Kota.
Adapun  rumusan  Rencana  Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan

Dinas Lingkungan  Hidup Tahun  2023  dan  Prakiraan  Maju Tahun  2024
Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,200,000,000 714,000,000

1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1,200,000,000 714,000,000

1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1,200,000,000 714,000,000

1 03 04 2.01 03
Pembangunan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Persentase layanan
pengelolaan sampah

Jumlah Rumah Tangga
yang Terlayani
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS yang dibangun

Indeks Kualitas
Pengelolaan Sampah (IKPS) 28.11 %

400 Rumah
Tangga

2 Unit
48.95 Nilai 1,200,000,000

Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik

Persentase layanan
pengelolaan sampah 28.11 % 714,000,000

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26,485,243,582 31,623,885,313

2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,220,609,882 15,491,681,313

2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52,700,000 56,700,000

2 11 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah peserta yang
mengikuti Forum
Perangkat Daerah

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 %
5 Dokumen

100 Orang
80.1 Nilai 30,700,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 26,700,000

2 11 01 2.01 02
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Dokumen 80.1 Nilai 3,500,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 5,000,000

2 11 01 2.01 03
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Dokumen 80.1 Nilai 3,500,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 5,000,000

2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 2 Dokumen 80.1 Nilai 3,500,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 5,000,000

2 11 01 2.01 05
Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 2 Dokumen 80.1 Nilai 3,500,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 5,000,000

2 11 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 7 Laporan 80.1 Nilai 8,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 10,000,000

2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12,527,643,670 12,646,503,992
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah dokumen
pengajuan gaji dan
tunjangan ASN dan Non
ASN yang disusun

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 %
26 Dokumen

4004 Orang/bulan
80.1 Nilai 12,512,643,670

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 12,636,503,992

2 11 01 2.02 05

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Laporan 80.1 Nilai 8,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 3,000,000

2 11 01 2.02 07

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 50 Laporan 80.1 Nilai 7,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 7,000,000

2 11 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 244,210,000 228,188,000

2 11 01 2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Paket 80.1 Nilai 36,180,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 79,088,000

2 11 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

100 % 18 Orang 80.1 Nilai 8,030,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 24,100,000

2 11 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

100 % 500 Orang 80.1 Nilai 0
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 0

2 11 01 2.05 11
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah 100 % 60 Orang 80.1 Nilai 200,000,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 125,000,000

2 11 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 321,353,000 383,490,250

2 11 01 2.06 01

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 4 Paket 80.1 Nilai 13,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 9,938,600

2 11 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Paket 80.1 Nilai 110,973,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 175,207,850

2 11 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 4 Paket 80.1 Nilai 16,007,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 19,722,000
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.06 05
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah barang yang
digandakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah 100 %

7828 Lembar

4 Paket
80.1 Nilai 20,000,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 17,586,800

2 11 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 48 Dokumen 80.1 Nilai 6,360,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 15,720,000

2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah mamin kunjungan
tamu yang yang disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 %
10 Laporan

300 Kotak
80.1 Nilai 20,700,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 5,190,000

2 11 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah mamin rapat SKPD
yang disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

100 %
130 Laporan

700 Kotak
80.1 Nilai 134,313,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 140,125,000

2 11 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99,572,000 170,217,850

2 11 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan yang
diadakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah 100 % 3 Unit 80.1 Nilai 0

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 50,000,000

2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 3 Unit 80.1 Nilai 9,052,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 20,000,000

2 11 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 16 Unit 80.1 Nilai 90,520,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 100,217,850

2 11 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Unit 80.1 Nilai 0
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 0

2 11 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 509,883,212 500,661,221

2 11 01 2.08 01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah surat yang dikirim
Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah 100 % 48 Surat 80.1 Nilai 0

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 2,000,000

2 11 01 2.08 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah iklan/publikasi
media cetak dan elektronik

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 %
3 Kali

312 Laporan
80.1 Nilai 380,081,212

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 349,999,921
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 12 Laporan 80.1 Nilai 12,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 41,529,300

2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 258 Laporan 80.1 Nilai 117,802,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 107,132,000

2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,465,248,000 1,505,920,000

2 11 01 2.09 01

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 2 Unit 80.1 Nilai 32,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 40,610,000

2 11 01 2.09 02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

100 % 242 Unit 80.1 Nilai 1,285,478,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 1,268,100,000

2 11 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 70 Unit 80.1 Nilai 27,770,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 24,950,000

2 11 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 1 Unit 80.1 Nilai 0
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 152,260,000

2 11 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 10 Unit 80.1 Nilai 0
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 20,000,000

2 11 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 % 3 Unit 80.1 Nilai 120,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Pemenuhan
Urusan Pemerintah Daerah
Dalam Setahun

100 % 0

2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 186,956,000 80,500,000

2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 186,956,000 80,500,000

2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan
RPPLH Kabupaten/Kota

Persentase Dokumen
Lingkungan Hidup yang
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

Jumlah Dokumen Telaahan
Kebijakan yang Telah
Mengakomodir RPPLH
Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

70 % 2 Dokumen 66.78 Nilai 186,956,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Dokumen
Lingkungan Hidup yang
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

70 % 80,500,000

2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,813,521,000 1,521,000,000

2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1,481,000,000 461,000,000
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 03 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap
Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Jumlah alat pemantauan
yang diadakan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

56.67 Nilai

84.57 Nilai

0 Unit

3 Dokumen
66.78 Nilai 1,456,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
431,000,000

2 11 03 2.01 02

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Inventarisasi Gas Rumah
Kaca dari Sektor
Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan

Jumlah lokasi proklim

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

56.67 Nilai

84.57 Nilai

1 Dokumen

1 Desa
66.78 Nilai 25,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
30,000,000

2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 313,521,000 870,000,000

2 11 03 2.02 01

Pemberian Informasi
Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
24 Laporan 66.78 Nilai 52,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
60,000,000

2 11 03 2.02 03
Penghentian Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Jumlah Sumber Pencemar
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup yang
Dihentikan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
10 Titik 66.78 Nilai 261,521,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
810,000,000

2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 19,000,000 190,000,000

2 11 03 2.03 01
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penghentian
Sumber Pencemaran

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penghentian Sumber
Pencemaran Kewenangan
Pemerintah dan/atau
Provinsi dan/atau Sektor
Lain hingga Terhentinya
Sumber Pencemaran yang
Dilaksanakan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
20 Dokumen 66.78 Nilai 0

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
105,000,000

2 11 03 2.03 04
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Rehabilitasi

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Rehabilitasi

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
18 Dokumen 66.78 Nilai 19,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

56.67 Nilai

84.57 Nilai
85,000,000

2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4,574,694,000 7,197,240,000

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4,574,694,000 7,197,240,000

Jumlah Dokumen Uji 
Kualitas Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan Terhadap 
Media Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

Jumlah Laporan Sosialisasi 
Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup pada Masyarakat di 
Kabupaten/Kota yang 
Dilaksanakan 
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 04 2.01 04
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Jumlah alat pengelolaan
RTH yang diadakan

Jumlah bibit tanaman yang
diadakan untuk RTH

Jumlah tenaga
pemeliharaan Ruang
Terbuka Hijau yang
menerima upah

Luas RTH yang Dikelola
Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 51.23 Nilai

139 Unit

1181 Bibit

1500 OB

0  Ha

66.78 Nilai 3,374,694,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Lahan (IKL) 51.23 Nilai 6,022,079,000

2 11 04 2.01 05
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati
Lainnya

Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Jumlah bibit tanaman yang
diadakan untuk Taman
Keanekaragaman Hayati
Lainnya

Luas Taman KEHATI
Lainnya yang Dikelola
Lingkup Kewenangan
Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

51.23 Nilai
26498 Bibit

0  Ha
66.78 Nilai 1,200,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Indeks Kualitas Lahan (IKL) 51.23 Nilai 1,175,161,000

2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 40,000,000 100,000,000

2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 40,000,000 100,000,000

2 11 05 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin
Penyimpanan sementara
Limbah B3 Dilaksanakan
Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Persentase Penghasil
Limbah B3 yang difasilitasi

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

50 % 15 Dokumen 66.78 Nilai 20,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

  Persentase Penghasil
Limbah B3 yang difasilitasi

50 % 50,000,000

2 11 05 2.01 02

Verifikasi Lapangan untuk
Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi
dan Teknis Penyimpanan
sementara Limbah B3

Persentase Penghasil
Limbah B3 yang difasilitasi

Jumlah Laporan Kegiatan
Verifikasi Lapangan
Pemenuhan Komitmen
Persetujuan/Izin
Penyimpanan sementara
dan Pengumpulan Limbah
B3

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 50 % 15 Laporan 66.78 Nilai 20,000,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Penghasil
Limbah B3 yang difasilitasi 50 % 50,000,000

2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 242,869,500 285,986,500

2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 242,869,500 285,986,500

2 11 06 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan dan Kewajiban
Izin Lingkungan dan/atau
Izin PPLH

Persentase ketaatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH dari
izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

Jumlah Rekomendasi
dan/atau Persetujuan
Teknis, Persetujuan
Lingkungan, dan Surat
Kelayakan Operasi yang
Diberikan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

45 % 20 Dokumen 66.78 Indeks 122,653,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase ketaatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH dari
izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

45 % 150,000,000

Jumlah Fasilitasi 
Persetujuan/Izin 
Penyimpanan sementara 
Limbah B3 yang 
Dilaksanakan Melalui 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 06 2.01 02
Pengembangan Kapasitas
Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup

Persentase ketaatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH dari
izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

Jumlah ASN yang dilatih
dan dilantik menjadi
PPLHD  
Jumlah Rekomendasi 
dan/atau Persetujuan 
Teknis, Persetujuan 
Lingkungan, dan Surat 
Kelayakan Operasi yang 
Diberikan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 45 %

1 Orang

0 Orang
66.78 Indeks 35,986,500

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase ketaatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH dari
izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

45 % 35,986,500

2 11 06 2.01 03

Pengawasan Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Izin Lingkungan Hidup, Izin
PPLH yang Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase ketaatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH dari
izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

Jumlah Laporan Dari Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Diawasi Izin Lingkungan,
Persetujuan Lingkungan,
Surat Kelayakan Operasi
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 45 % 10 Laporan 66.78 Indeks 84,230,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase ketaatan
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH dari
izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

45 % 100,000,000

2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 86,186,000 180,000,000

2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 86,186,000 100,000,000

2 11 07 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak
Kearifan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH

Persentase pengakuan
keberadaan MHA/kearifan
lokal dan hak MHA yang
terkait PPLH yang
ditetapkan dengan
PERKADA

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 
Keberadaan MHA Kearifan 
Lokal atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak 
Kearifan Lokal atau 
Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA Terkait 
dengan PPLH

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 20 % 1 Dokumen 66.78 Indeks 86,186,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase pengakuan
keberadaan MHA/kearifan
lokal dan hak MHA yang
terkait PPLH yang
ditetapkan dengan
PERKADA

20 % 100,000,000

2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 0 80,000,000

2 11 07 2.02 01

Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendampingan, dan
Penguatan Kelembagaan
MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional,
dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH

Persentase pengakuan
keberadaan MHA/kearifan
lokal dan hak MHA yang
terkait PPLH yang
ditetapkan dengan
PERKADA

Jumlah Dokumen
Kelembagaan MHA,
Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional
dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH yang
Dilakukan Pemberdayaan,
Kemitraan, Pendampingan
dan Penguatan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 20 % 1 Dokumen 66.78 Indeks 0

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase pengakuan
keberadaan MHA/kearifan
lokal dan hak MHA yang
terkait PPLH yang
ditetapkan dengan
PERKADA

20 % 80,000,000

2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 236,510,500 345,000,000

2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 236,510,500 345,000,000

2 11 08 2.01 01

Peningkatan Kapasitas dan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang
Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat yang Peduli
Lingkungan

Jumlah
Lembaga/kelompok 
Masyarakat/Institusi yang 
Terdaftar yang Meningkat 
Kapasitas dan 
Kompetensinya Terkait 
PPLH

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 20 % 35 Lembaga 66.78 Nilai 75,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat yang Peduli
Lingkungan

20 % 100,000,000
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan
Peduli Lingkungan Hidup

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat yang Peduli
Lingkungan

Jumlah Pendampingan
Pembinaan Gerakan Peduli
dan Berbudaya Lingkungan
Hidup yang Dilaksanakan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

20 % 1 Dokumen 66.78 Nilai 111,510,500

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat yang Peduli
Lingkungan

20 % 195,000,000

2 11 08 2.01 03
Penyelenggaraan
Penyuluhan dan Kampanye
Lingkungan Hidup

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat yang Peduli
Lingkungan

Jumlah
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku
Usaha/Kegiatan yang
terlibat

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) 20 % 100 Orang 66.78 Nilai 50,000,000

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat yang Peduli
Lingkungan

20 % 50,000,000

2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 142,000,000 195,000,000

2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 142,000,000 195,000,000

2 11 09 2.01 01

Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi
dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat/ Perseorangan
Peduli Lingkungan yang
Mendapatkan Penghargaan
di tingkat Nasional/Propinsi

Jumlah
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantrophi
yang Dinilai Kinerjanya
dalam rangka PPLH

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

11 % 12 Entitas 66.78 Nilai 142,000,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 

Persentase Lembaga
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat/ Perseorangan
Peduli Lingkungan yang
Mendapatkan
Penghargaan di tingkat
Nasional/Propinsi

11 % 195,000,000

2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 50,000,000 80,000,000

2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 50,000,000 80,000,000

2 11 10 2.01 01
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Terhadap PPLH
Kabupaten/Kota

Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindak
lanjuti

Jumlah Pengaduan
Masyarakat Terhadap PPLH
Kabupaten/Kota yang
Ditindaklanjuti/Ditangani

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

100 % 3 Dokumen 66.78 Indeks 50,000,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindak
lanjuti

100 % 80,000,000

2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3,891,896,700 6,147,477,500

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 3,891,896,700 6,147,477,500

2 11 11 2.01 01

Penyusunan Kebijakan dan
Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

Jumlah Dokumen
Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota
yang Disusun dan
Ditetapkan

Indeks Kualitas
Pengelolaan Sampah (IKPS)

45 % 1 Dokumen 48.95 Nilai 0
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

 
Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

45 % 100,000,000

2 11 11 2.01 02

Pengurangan Sampah
dengan Melakukan
Pembatasan, Pendauran
Ulang dan Pemanfaatan
Kembali

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

Jumlah Laporan Hasil 
Pengurangan Sampah 
dengan Melakukan 
Pembatasan, Pendauran 
Ulang dan Pemanfaatan 
Kembali

Indeks Kualitas
Pengelolaan Sampah (IKPS)

45 % 3 Laporan 48.95 Nilai 58,472,000

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

45 % 578,600,000
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi  

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023

Catatan
Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi
Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif

(Rp.)
Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
(Rp.)Program

Keluaran
Sub

Kegiatan

Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target

2 11 11 2.01 03

Penanganan Sampah
dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan,
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah
di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

Jumlah pembayaran
tenaga kebersihan jalan
dan Fasilitas umum

Jumlah Sampah yang
Dipilah, Dikumpulkan,
Diangkut, Diolah, Diproses
Akhir di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan
prasarana pemeliharaan
kebersihan yang diadakan

Indeks Kualitas
Pengelolaan Sampah (IKPS) 45 %

1620 Orang

132771.7 Ton

17502 Unit

48.95 Nilai 2,327,488,700

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

45 % 3,150,000,000

2 11 11 2.01 04
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

Jumlah Masyarakat, 
Kelompok Masyarakat atau 
Para Pihak Lainnya yang 
Terlibat Aktif dalam 
Kegiatan Pengelolaan 
Sampah Berbasis 
Masyarakat

Indeks Kualitas
Pengelolaan Sampah (IKPS) 45 % 45 Kelompok 48.95 Nilai 94,254,500

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

45 % 396,177,500

2 11 11 2.01 07

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Penanganan 
Sampah untuk Kegiatan 
Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan,  
Pengolahan, dan 
Pemrosesan Akhir

Indeks Kualitas
Pengelolaan Sampah (IKPS) 45 % 10 Unit 48.95 Nilai 1,411,681,500

Dana
Transfer
Umum-
Dana
Alokasi
Umum

Persentase Timbulan
Sampah yang
dikelola/tertangani

45 % 1,922,700,000

TOTAL 27,685,243,582 32,337,885,313


